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Abstract

This research aims to analyze the concept of inheritance division based on the bilateral system
found in customary law and the opinions of contemporary ulama'. This research method uses a
normative juridical approach. Most of the primary data is collected from library materials which
contain the latest and most up-to-date scientific knowledge or new understandings about known
facts, as well as ideas (ideas) so studies include the Al-Qut'an, Contemporary Ulama's Opinions,
and Journals that discuss regarding inheritance based on the bilateral system. The stages of data
analysis are Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, and Concluding. So that the research data
can be accounted for as scientific research, the types of validity of the data in the research include
credibility and dependability tests. The results of the research can be concluded that the
distribution of inheritance based on a bilateral system is an inheritance system that places more
emphasis on equal distribution of inheritance between men and women, also In the distribution
of bilateral inheritance, the concept of 1:1 is prioritized, which in its distribution can eliminate
injustice compared to the 2:1 concept. The opinion of Contemporary Ulama', as long as the heirs
agree, considering that in this modern era there is a change in the position of women, then the
concept of 1:1 (bilateral) which is fairer to use can be justified because many women in this
modern era have a role like a men became the backbone of the family, in contrast to women in
classical times.
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Abstrak

Penelitianinibertujuanuntuk enganalisis konsep pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral
yang terdapat didalam hukum adat dan dan pendapat ulama’ kontemporer.Metode penelitian ini
menggunakan metode Pendekatan Yuridis normatif. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan
dari bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah terbaru dan mutakhir atau pengertian baru
tentang fakta yang di ketahui, maupun mengenai suatu gagasan (ide) jadi kajian meliputi Al-Qur’an,
Pendapat Ulama’ Kontemporer, dan Jurnal yang membahas tentang waris berdasarkan sistem
bilateral.. Adapun Tahapan analisa data yaitu Editing, Classifiying, Verifying, Analyzing, dan Concluding.
Agar data penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah jenis keabsahan data
dalam penelitian meliputi uji credibility, dan Dependability.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
Pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral adalah sistem kewarisan yang lebih menekankan
mengenai pembagian waris yang setara antara laki-laki dan perempuan, juga dalam pembagian waris
bilateral lebih mengedepankan konsep 1:1 yang mana konsep tersebut dalam pembagiannya bisa
menghilangkan ketidak adilan dibandingkan konsep 2:1. Pendapat para Ulama’ Kontemporer,
selama nantinya para ahli waris setuju, mengingat di zaman modern ini terjadi perubahan
kedudukan perempuan, maka konsep 1:1 (bilateral) yang lebih adil untuk digunakan dapat
dibenarkan dikarenakan perempuan di era modern ini sudah banyak yang berperan layaknya
seorang laki-laki menjadi tulang punggung keluarga, berbeda dengan wanita dizaman klasik.
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Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan bagian dari
hukum keluarga yang memegang peranan yang
sangat  penting, bahkan  menentukan  dan
mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku
dalam masyarakat.'Dalam Hukum kewarisan Islam,
proses pembagian harta warisan telah diatur sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Al-Qur’an, agar dijadikan sebagai pedoman dan
petunjuk bagi seluruh umat Islam.”> Bangsa
Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari
berbagai suku bangsa. Keanekaragaman suku
bangsa atau kelompok etnik jumlahnya ratusan
schingga kebudayaan dan hukum adatnya dapat
berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini
menunjukkan bahwa setiap kelompok masyarakat
memiliki ciri khas sebagai identitas suku bangsa
yang bersangkutan. Ciri khas ini dapat disebut
sebagai local genius dan local prudential atau kearifan
lokal. Konsep keanekaragaman tersebut oleh Mpu
Tantular disebut Bhinneka Tunggal Tka.’

Menurut Endraswara, di dalam tradisi Jawa,
agama dan adat tercampur karena terjadi
sinkretisme. Di Jawa, keterkaitan ini dikenal dengan
istilah ‘Islam Jawa’, karena sinkretisme antara Islam
dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut
kejawen. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa,
adat dan agama tidaklah jauh berbeda, bahkan
kadangkala sulit dipilah dan dipisah karena seakan-
akan telah menyatu. Bahkan dalam masalah hukum
waris adat pun sulit dimungkiri munculnya
kompromi dengan hukum Islam.*

Perbedaan porsi yang tidak sama dengan
hukum adat tersebut bukan karena disebabkan
persoalan gender, melainkan atas dasar mengenai
perbedaan tugas dan tanggung jawab yang
dibebankan  kepada  laki-laki ~ lebih  besar
dibandingkan dengan yang dibebankan kepada
perempuan dalam konteks masyarakat  Islam,
sesual  teori  standar  konvensional  yang
menyebutkan: "Semakin besar dan berat beban

yang

! Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an
dan Hadits, (Jakarta: Tintamas, 1981), h. 1.

2 Abdul Wahab Khalaf.llmu Ushul al-Figh, terj. Masdar
Helmy. (Bandung:Gema Risalah Press. 1996) h. 111

 Dominikus Rato , Pengantar Hukum Adat. (Yogyakarta:
LaksBang Pressindo. 2009). H. 3.

“Suwardi Endraswara. Falsafah Hidup Jawa. (Yogyakarta:
Cakrawala. 2006). h. 77.
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dipikul oleh seorang laki-laki, maka semakin besar
pula hak yang akan diperolehnya", disebabkan biaya
yang harus dikeluarkannya untuk mengemban
tanggung jawab sebagaimana dimaksud lebih besar.
Dan yang lebih berhak mencari natkah adalah laki-
laki, bukan perempuan.’

Dalam kasus tersebut kedudukan laki-laki
sebagai ahli waris disamakan dengan perempuan,
sedangkan dalam perbedaan tugas dan tanggung
jawab yang dibebankan, menurut Dadang S.
Anshori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya laki-
lakilah yang lebih besar perannya dibandingkan
dengan perempuan dalam konteks masyarakat
Islam karenal laki-laki adalah kekuasaan, sehingga
terkadang mereka menjadikan perempuan sebagai
pelengkap, bukan memiliki peran signifikan dalam
kenyataan, dan menurut Husein Muhammad laki-
laki dan perempuan perannya sama karena yang
memebedakan itu hanya dalam segi ketagwaannya
kepada Allah SWT.’

Dengan menanggapi hal demikian, tinjaun
dalam Q.S. an-Nisa 11 dan Hadistt Bukhori
Muslim memberi pengertian bahwa dalam hukum
Islam dan Kompilasi Hukum Islam, harta waris
bagi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan
bagian dua banding satu yang mana penjelasan ini
menjadi jelas bertolak belakang dengan hukum adat
yang menyamaratakan harta warisan bagi anak laki-
laki dan perempuan atau anak yang paling tua
mendapatkan lebih banyak warisan, hal ini tanpa
mementingkan laki-laki
perempuan.’

Penelitian ini difokuskan pada Pembagian
warisan berdasarkan sistem bilateral. Hukum
kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga
yang memegang peranan yang sangat penting,
bahkan menentukan dan mencerminkan sistem
kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.
DiJawa, keterkaitan ini dikenal dengan istilah ‘Islam

antara  anak atau

SSuryati. Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. Jurnal
Hukum Waris Islam. (Fakultas Hukum Universitas
Wijayakusuma. th). h. 9.

®Dadang S. Anshori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya,
Membincangkan Feminisme(Bandung: Pustaka Hidayah,
1997), h. 3.

"Husein Muhammad, Figih Perempuan: Refleksi Kiai atas
Wacana Agama dan Gender(Yogyakarta: LKiS, 2007), h.
30-31.

8Lihat Q.S An-Nisa’: 11, (Jakarta: CV. Kalim, 2011), h.79
danBulughul Maram, (Jakarta: Dar al-Kutub al-
Islamiyyah, 2002), h. 216.
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Jawa’, karena sinkretisme antara Islam dan tradisi
(adat) memunculkan tradisi yang disebut kejawen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa, adat dan
agama tidaklah jauh berbeda, bahkan terkadang
sulit dipilah dan dipisah karena seakan-akan telah
menyatu. Kemudian dalam masalah hukum waris
adat menjadi sulit dimungkiri munculnya kompromi
dengan hukum Islam. Penckanan penelitian ini
adalah mengenai konsep pembagian warisan
berdasarkan sistem bilateral perspektif hukum adat
dan perspektif ulama’ kontemporer
tentangpembagian  warisan berdasarkan  sistem
bilateral.

Metode penelitian ini menggunakan metode
Pendekatan Yuridis normatif. Sebagian besar dari
data primer dikumpulkan dari bahan pustaka yang
berisikan pengetahuan ilmiah terbaru dan mutakhir
atau pengertian baru tentang fakta yang di ketahui,
maupun mengenai suatu gagasan (ide) jadi kajian
meliputi Al-Qur’an, Pendapat Ulama’
Kontemporer, dan Jurnal yang membahas tentang
waris  berdasarkan sistem bilateral.. Adapun
Tahapan analisa data vyaitu Editing, Classifiying,
Verifying, Analyzing, dan  Concluding. Agar data
penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai
penelitian ilmiah jenis keabsahan data dalam
penelitian meliputi uji eredibility, dan Dependability.
Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem
Bilateral
1. Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem

Bilateral Menurut Para Ahli Hukum Adat

Menurut adat tradisional Jawa, semua anak laki-
laki baik perempuan, lahir lebih dahulu atau
belakangan, memiliki hak yang sama atas harta
peninggalan orang tuanya. Ahli waris dalam
masyarakat bilateral adalah anak kandung (anak
laki-laki dan anak perempuan). Di masyarakat

bilateral (Jawa), anak laki-laki dan
perempuan mempunyai hak yang sama atas harta
warisan orang tuanya. Hal ini tidak berarti tiap-tiap
anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka,
akan tetapi pembagian itu didasarkan pada
kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan
(kondisi) dari masingmasing ahli waris.”’

Kritikan Hazairin pada para mujtahid figih klasik
sebagai  kelompok  mayoritas  yaitu  belum
memperoleh  bahan  perbandingan mengenai
berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai,

anak

° Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Cet. 14 (Jakarta
: Pradnya Paramita, 1996), h. 80.
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sehingga fiqih klasik terbentuk dalam masyarakat
Arab yang bercorak sistem kekeluargaan patrilineal
dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu pengetahuan
tentang bentuk kemasyarakatan belum berkembang.
Keadaan ini, juga mempengaruhi para ulama ketika
menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist-Hadist
Rasulullah SAW, terutama tentang garis hukum
kekeluargaan, termasuk didalamnya garis hukum
kewarisan."’

Hazairin dalam memahami maksud ayat-ayat al-
Quran jika dengan beralatkan ilmu tentang
berbagai  bentuk  kemasyarakatan (sistem
kekeluargaan, sistem garis keturunan,
macammacam  larangan  dalam  perkawinan),
dilapangan perkawinan dan kewarisan
mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan
yang  bilateral.'Hazairin ~ berpendapat,  pada
hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam
al-Qur’an adalah sistem kewarisan yang bercorak
bilateral, seperti dalam pembagian ahli waris yaitu
Dbhawi  al-Furnd, Dhawi  al-Qaraba, dan Mawall.
Berbeda dengan rumusan ahli figih klasik yang
menjelaskan sistem kewarisannya bersifat patrilinial
vaitu: Dbawi al-Furud, ‘Ashabah dan Dhawi al-Arham.
dan Syi’ah hanya menghimpun Dhawi al-Furnd dan
Dbhawi  al-Qaraba yang mereka dasarkan pada
hubungan darah dalam arti seluas-luasnya."

Kenyataan ini berakibat beberapa konstruksi
hukum waris Islam dalam hal-hal tertentu
menurutnya harus dirombak dengan cara upaya
interpretasi ulang agar sesuai dengan corak hukum
waris bilateral
sebagaimana yang sesungguhnya dipresentasikan al-
Qur'an."”

Sitt Musdah Mulia menjelaskan masalah
kewarisan dalam bukunya yang berjudul Muslimah
Reformis menyebutkan bahwa sebelum kedatangan
Islam, perempuan tidak mendapatkan hak waris,
bahkan dirinya sendiri menjadi bagian dari harta
yang diwariskan. Demikianlah jika seorang suami
meninggal, isterinya tidak dapat diwarisi oleh ahli
warisnya. Jika perempuan itu cantik, dia
akandijadikan isteri oleh ahli waris tersebut,

10 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an,
(Jakarta: Tirtamas , 1982). h. 2.

11 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral..... (1982). h. 13.

12 Abdulllah Siddik, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Widjaya,
1984),h. 6.

13 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris
Islam Tranformatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1997), h. 4.
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sebaliknya, jika tidak cantik, dia akan dijadikan
budak."

Siti. Musdah  Mulia, seorang  aktivis
perempuan yang menginginkan adanya persamaan
derajat antara laki-laki dan perempuan dari segi
mana pun. Islam menurut Musdah Mulia adalah
agama tauhid. Tauhid adalah inti agama Islam yang
mengajarkan berketuhanan, dan juga menuntut
manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar
dalam kehidupan sechari-hari. Tauhid menjadi
pegangan  pokok yang membimbing  dan
mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik
dalam hubungan dengan Allah SWT maupun
dengan sesama manusia dan alam semesta.”

Musdah Mulia memberikan kritik terhadap
pembagian waris dalam Islam yang selama ini
diterapkan di Indonesia. Musdah melakukan
interpretasi dan rekontekstualisasi ayat waris yang
sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.
Misalnya dalam kasus pembagian harta warisan,
harta diberikan kepada yang memiliki akses terdekat
dengan pewaris. Perempuan dalam hal ini adalah
pihak yang merawat orang tua baik selama sakit
maupun sehat, akan tetapi saat pembagian harta
warisan justeru laki-laki yang mendapatkan bagian
lebih banyak dibanding laki-laki, menurut Musdah
hal ini merupakan ketidakadilan yang harus
mendapat perhatian.'

Secara awal, Musdah melakukan kritik
terhadap berbagai asumsi di balik ketentuan atau
hukum pembagian waris antara laki-laki dan
perempuan  selama  ini melakukan
reinterprestasi ayat waris dan
mengkontektualisasikannnya dengan kondisi sosial
di Indonesia. Menurut Siti Musdah Mulia
pembagian harta waris antara laki-laki dan
perempuan selama ini dipandang bias gender.
Misalnya dalam aspek pembagian, ia menilai
pembagian waris ini tidak dikondisikan dengan
siapa yang punya akses lebih dekat pada yang
meninggal kelak artinya kepada pewaris. Perempuan
biasanya orang yang merawat orang tua entah itu
ketika sakit maupun sehat. Namun, saat terjadi
pembagian warisan anak laki-laki malah mendapat

serta

5

14 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan
Pembaharu Keagamaan, (Bandung: PT. Mizan Pustaka :
2005), h. 516.

15 Mulia, Muslimah Reformis: ...... (2005), h. 29.

16 Siti Musdah Mulia, Indahnya Islam, menyuarakan
keseteraan Gender & keadilan Gender, (Yogyakarta:
Nauvan Pustaka, 2014), h. 132
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lebih banyak dari yang merawat. Hal ini menurut
Musdah merupakan ketidak adilan."’

Beliau secara terang memasukkan prinsip bilateral
sebagai salah satu asas hukum kewarisan dalam
Islam disamping beberapa prinsip lainnya seperti
prinsip  zbari, prinsip individual, dan prinsip
keadilan berimbang.'”® Selain itu beliau juga
menyatakan bahwa semestinya umat Islam di
Indonesia diberi kebebasan untuk menyesuaikan
atau mengembangkan hukum kewarisan Islam
sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
muslim di Indonesia. Diantaranya kebebasan
melakukan modifikasi hukum kewarisan Islam dari
prinsip patrilineal kepada prinsip bilateral. Karena
yang demikian itu lebih rasional dan lebih dapat
diterima oleh masyarakat muslim di Indonesia."

2. Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem

Bilateral Menurut Hukum Adat

Dari Pemaparan para ahli diatas, pembagian
warisan berdasarkan sistem bilateral menurut
hukum adat adalah sistem kewarisan yang lebih
meneckankan terhadap kesetaran antara anak laki-
laki dan anak perempuan atas harta warisan orang
tuanya. Hal ini berangkat dari kasus pembagian
harta warisan yang diberikan kepada perempuan
yang menjadi pihak orang yang merawat orang tua
baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi saat
pembagian harta warisan justeru laki-laki yang
mendapatkan bagian lebih banyak dibanding laki-
laki. Lalu hal ini menimbulkan rasa ketidak adilan
bagi pihak perempuan. Dengan demikian dalam
pembagian waris bilateral lebih mengedepankan
konsep 1:1 yang bisa menghilangkan ketidak adilan
dalam pembagiannya dibandingkan konsep 2:1 yang
menimbulkan rasa ketidak adilan, lebih-lebih di era
sekarang ketika seorang perempuan juga berperan
layaknya laki-laki sebagai tulang punggung keluarga
(wanita karir) yang hasil jerth payahnya juga
dirasakan oleh keluarganya.

Pembagian Waris Menurut Ulama
Kontemporer
1. Pembagian Warisan dengan Sistem Bilteral
Menurut Pandangan Tokoh.

Sistem pembagian harta warisan dalam hukum
waris Islam antara laki-laki dan perempuan dengan

17 Siti Musdah Mulia, “Perempuan Untuk Pencerahan Dan
Kesetaraan Dalam Perkawinan Dan Keluarga”, Yayasan
Jurnal Perempuan, 73 (2012), h. 132.

18 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu
Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Press, 2007), h. 141-142,

¥Muhammad Daud Ali, Hukum Islam:.....(2007)h. 333.
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ketentuan 2:1 sudah mutlak dan sesuai dengan
ajaran  Al-Qur’an, namun menurut pandangan
Munawir Sjadzali sistem pembagian waris di
Indonesia pemberlakuannya belum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dimana masih banyak
keraguan. Berangkat dari keraguan itu Munawir
mulai mengeluarkan beberapa alasan untuk yaitu:
Pertama, Munawir Melihat ketika ia menjabat
sebagai Menteri Agama RI. bahwa banyak diantara
daerah yang mayoritas penduduknya umat muslim
seperti, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan,
terjadi penyimpangan dalam pembagian harta
warisan. Secara realita yang ada di Indonesia
sebagian umat muslim dan sebagian tokoh-tokoh
organisasi Islam masih enggan dengan fatwa waris
yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama
schingga mereka meminta fatwa kepada Pengadilan
Negeri.” Kedua, terjadi penyimpangan dalam
pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan
ketentuan Al-Qur’an, baik secara langsung atau
tidak langsung yang dilakukan oleh pewaris
terthadap keluarganya atau kepada anak-anaknya
dengan menggunakan sistem pembagian harta
kekayaan kepada anak-anaknya dengan porsi yang
sama rata tanpa membedakan jenis kelamin hal ini
disebut sebagai hibah, peristiwa ini terjadi terhapad
diri Munawir sendiri ketika meminta nasehat dan
fatwa dari seorang ulama yang memiliki ilmu agama
yang tinggi.”!

Selanjutnya, gagasan yang disampaikan oleh
Munawir Sjadzali memiliki dua landasan, yaitu
secara rasional maupun teoritis. Secara rasional
disampaikan bahwa penyimpangan yang terjadi
terthadap ketentuan 2:1 dalam pembagian warisan
disebabkan adanya budaya, adat istiadat dan
struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat
sehingga mereka beranggapan ketentuan diatas
belum memiliki rasa keadilan. Adapun secara
teoritis, boleh atau tidaknya dalam merubah
ketentuan yang sudah begitu jelas dalam Al-Qur’an,
Munawir sedikit memberi alasan terkait hal ini.
Pertama, adanya hukum naskh didalam Al-Quran
dan Hadist.

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan ayat-ayat
tentang pembatalan dan pergeseran terhadap
hukum-hukum yang telahdiajarkan oleh Nabi SAW,
begitu pula dengan Hadist-Hadist yang telah

20 Muchammad Hammad, “Waris dan Wasiat Dalam
Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan
Munawir Sjadzali”, jurnal At-Tahdzib: Sekolat Tinggi
Islam At-Tahdzib, Vol. 3, No. 1(2015), h. 55.

2L Munawir Sjadzali, ljtihad Kemanusiaan, Cet. Ke-1,
(Jakarta: Paramadina, 1997), h. 61.
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diberikan Nabi sebagai petunjuk telah ditarik
kembali. Kedua, pendapat para ahli hukum
mengenai ayat 106 surah Al-Bagarah, sebagai
landasan adanya nash dalam Al-Qut’an. Ibnu Katsir
berkata tidak akan ditolak hukum nash sebagai
hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah,
kemudian Al-Maraghi berkata apabila ketentuan
hukum dianggap sudah tidak dengan
kebutuhan umat maka perlu adanya penghapusan
hukum atau dapat diganti dengan yang baru sesuai
kebutuhanan masyarakat, kemudian Rasyid Ridha
berpendapat berubahnya suatu hukum disebabkan
adanya  perbedaan  waktu,  tempat  dan
situasi/kondisi.”” Dengan demikian, berdasarkan
pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
hukum itu dapat berubah apabila hukum tersebut
dirasa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan.
Bahkan menurut beliau, dalam praktek di
masyarakat, para ahli waris tetap meminta fatwa
tentang ketetapan hukum waris sesuai dengan
hukum fara‘id, yang mana didalamnya memuat
kalkulasi bagian anak laki-laki dan anak perempuan
2:1, akan tetapi dalam pelaksanaannya kerap kali
para ahli waris tidak melaksanakan fatwa ketetapan
hakim Pengadilan Agama tersebut. Malah mereka
melakukan pembagian yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum Islam yaitu 1:1 antara anak laki-
laki dengan anak perempuan. Cara seperti ini tidak
hanya dilakukan oleh orang awam saja tapi juga
dilakukan oleh tokoh-tokoh organisasi yang cukup
menguasai ilmu-ilmu keislaman.”

Menurut Munawir Sjadzali ketentuan 2:1 dalam
pembagian waris sudah banyak ditinggalkan oleh
masyarakat indonesia baik secara langsung maupun
tidak langsung, seperti pembagian harta kekayaan
kepada para ahli waris sebelum meninggal, masing-
masing mendapatkan bagian yang sama besar tanpa
membedakan jenis kelamin sebagai hibah, dengan
demikian jika telah meninggal nanti, maka harta
kekayaan yang tersisa dan harus dibagi tinggal
sedikit atau sudah tidak ada sama sekali untuk
dibagi. Menurut Munawir, hal tersebut merupakan
kebijakan mendahului, serta merupakan
“penyimpangan” secara tidak langsung

sesuai

atau

22 Muchammad Hammad, “Waris dan Wasiat Dalam
Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Hazairin dan
Munawir Sjadzali”, jurnal At-Tahdzib: Sekolah Tinggi
Islam At-Tahdzib. Vol. 3, No. 1 (2015), h. 56.

23 Munawir Sjadzali, ljtihad Kemanusiaan, (Jakarta :
Paramadina, 1997), h. 46.
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menurut istilah beliau menghindar dari Hukum
Waris Islam.*

Menurut beliau perubahan kedudukan dan
fungsi perempuan pada masa modern secharusnya
menjadi pertimbangan bagi pengembangan hukum
kewarisan Islam di masa sekarang. Sehingga produk
hukum kewarisan terdahulu yang sudah tidak
relevan lagi dengan situasi dan kondisi riil di
masyarakat tidak terus menerus menjadi acuan
dalam memutuskan perkara tentang kewarisan.
Selain itu, kaum perempuan pada masa dimana figh
klasik disusun belum memainkan peranan seperti
sekarang ini. Dahulu kaum perempuan mustahil
menjadi pemimpin negara, tetapi hal itu tidak untuk
zaman modern. Juga hal-hal yang berkaitan dengan
kesaksian, segi intelektual dan peranannya di
masyarakat, seorang perempuan masa kini lebih
unggul daripada laki-laki. Hal-hal yang seperti ini
scharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam
menyikapi hukum kewarisan klasik yang bercorak
patrilineal.”

M. Quraish Shihab menjelaskan  dalam
tafsitnya ~ bahwa  Asy-Sya’rawi  menyatakan
sebenarnya  al-Qur’an lebih memihak kaum
perempuan daripada kaum laki-laki. Laki-laki
membutuhkan  istri, tetapi ia yang harus
membelanjainya. Perempuan pun membutuhkan
suami, tetapi ia tidak wajib membelanjainya, bahkan
dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Sehingga
pembagian waris yang terlihat lebih banyak untuk
laki-laki ternyata pada hakikatnya harta tersebut
untuk istrinya pula.Jika seorang laki-laki tidak wajib
membelanjainya, maka setengah dari yang
seharusnya ia terima itu dapat mencukupinya. Di
sisi lain, bagian perempuan yang satu itu sebenarnya
cukup untuk dirinya,sebagaimana kecukupan satu
bagian untuk laki-laki apabila ia tidak menikah.
Tetapi jika perempuan menikah, maka keperluan
hidupnya ditanggung oleh suami.*

Dengan demikian keterpihakan Allah kepada
perempuan lebih berat daripada keterpihakannya
kepada laki-laki dalam masalah pembagian warisan.
Adapun keadilan sistem warisan diantaranya sebagai
berikut:

1. Hukum waris ditetapkan oleh syariat dan
bukan oleh pemiliki harta, tanpa mengabaikan
keinginan pemilik, karena ia masih berhak

24 Munawir Sjadzali, ljtihad Kemanusiaan, (Jakarta :
Paramadina, 1997), h. 62

25 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, h. 6-7.

% M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan
Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.
369.
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menentukan sepertiga dari hartanya untuk

wasiat kepada orang yang dikehendakinya.

2. Pembagian harta warisan yang ditetapkan oleh
Allah diberikan kepada kerabat terdekat, tanpa
membedakan antara yang kecil dan besar.

3. Pembagian warisan diperhatikan pula sisi
kebutuhan dan kewajiban masing-masing yang
berbeda.  Seperti halnya seorang anak
mendapatkan hak yang lebih banyak karena
dilihat dari masa depannya yang masih panjang.
Begitupun seorang laki-laki lebih  besar
bagiannya karena tuntutan harta baginya lebih
besar  dibandingkan  dengan  tuntutan
perempuan.

4. Ketentuan pembagian waris adalah distribusi,
bukan monopoli. Sehingga harta warisan tidak
hanya diberikan kepada satu orang, misalnya
anak sulung saja, atau laki-laki. Kerabat yang
lain pun berhak untuk menerimanya, seperti
saudara, paman.

5. Perempuan tidak dihalangi untuk mendapatkan
warisan, seperti halnya masyarakat Arab pada
masa sebelum Islam. Islam sangat menghargai
kaum perempuan dan memberikan hak-haknya
secara penuh tanpa dikurangi.

Menurut Quiraish Shihab, bagian dua banding
satu atas laki-laki dan perempuan tidak selamanya
terjadi, seperti misalnya ayah dan ibu bisa
mendapatkan bagian yang sama yakni sama-sama
seperenam manakala keduanya ditinggal mati oleh
anaknya sementara ia meninggalkan anak laki-laki
atau laki-laki dan perempuan.”’” Pernyataan ini benar
adanya tetapi dalam berbagai kondisi, bagian dua
banding satu merupakan rumusan yang dominan
seperti  dalam  kondisi apabila si  pewaris
meninggalkan dua orang anak, laki-laki dan
perempuan, maka laki-laki mendapatkan dua bagian
sedangkan perempuan mendapat satu bagian,
begitu juga misalnya apabila ahli waris berjumlah
banyak dan terdiri dari anak lak-laki dan anak
perempuan, maka bagiannya tetap dua banding
satu. Begitu pula misalnya jika pewaris tidak
mempunyai keturunan maka sang ibu mendapatkan
bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan
sementara sisanya adalah bagian sang ayah.”®

Jika dalam pembagian waris para ahli waris
menghendaki pembagian yang bukan berdasarkan

2’M. Quraish Shihab, Perempuan: dari Cinta sampai Seks,
dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama
sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 288.

28 Zaitunah Subhan, al-Quran dan Perempuan: Menuju
Kesetaraan Gender dalam Penafsiran, (Jakarta: Kencana,
2015), h. 326.
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hukum Islam dengan membagi sama rata dan
semua pihak telah menyepakati hal tersebut, maka
dibenarkan, selama pembagian secara merata
tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar
pembagian yang ditetapkan oleh Allah tidak adil
atau keliru.”” Hal ini membuktikan bahwasanya
Quraish Shihab tidak selalu berpendirian teguh
tethadap pernyataannya, akan tetapi beliau
menyesuaikan dengan realitas yang ada dalam
masyarakat. Beliau pun juga tidak memungkiri
tethadap pembagian warisan yang sama rata atas
dasar kesepakatan semua anggota keluarga.

Muhamad  Syahrur memberikan  definisi
kewarisan dengan proses pemindahan harta yang
dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada
pihak penerima warathah yang jumlah dan ukuran
bagian (nasib) yang diterimanya telah ditentukan
dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat,
maka penentuan pihak penerima, jumlah dan
ukuran  bagiannya  (bazz) ditentukan  dalam
mekanisme pembagian warisan.”

Muhammad Syahrur mengembangkan teori
yang dikenal dengan The Theory Of Limit (Nazariyat

al-Hudud/Teoti Limit). Pemikiran Syahrur ini
berangkat dari kegagalan masyarakat dalam
mewujudkan ”modernisasi”, dan adanya

penggunaan produk penafsiran hukum masa lalu
untuk menghukumi persoalan-persoalan kekinian,
yang menyebabkan kemandulan pemikiran Islam.
Oleh karena itu Syahrur menawarkan sebuah
metode baru dalam memahami hukum Islam yaitu
dengan kembali kepada teks asli yang diwahyukan
kepada Nabi SAW menggunakan apa yang disebut
Syahrur  sebagi ”pemahaman  baru” dalam
memahami pesan-pesan Allah SWT, metode baru
tersebut seperti analisis kebahasaan, matematika
analisis, dan penafsiran hermeneutik.”

Menurut Syahrur, pembagian harta warisan jika
mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini
masih menyisakan problematika yang belum
terpecahkan seperti pembagian 2:1 antara laki-laki
dan perempuan.”® problematika penambahan dan
pengurangan persentase harta warisan atau aw/ dan
radd serta pihak-pihak yang tidak seharusnya

2 M. Quraish Shihab, Anda Bertanya, Quraish Shihab
Menjawab, (Bandung: Al-Bayan, 2002), him. 181.

%0 Muhammad Syahrur, Metodologi Figih Islam
Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin, (Jakarta: eLSAQ
Press, 2004), h. 336.

1 M. Inam Esha, Pemikiran Islam Kontemporer,
(Yogyakarta: Jendela, 2003), h. 299-301.

%2 Muhammad Syahrur, Metodologi Figih Islam
Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin, (Jakarta: eLSAQ
Press, 2004), h. 149.
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mendapatkan bagian harta warisan, mengutamakan
waris daripada wasiat, dan seterusnya. Menurut
Syahrur, undang-undang kewarisan sudah saatnya
untuk diubah.”

Perbedaan Pendapat Antara Ulama
Kontemprer Tentang Pembagian Warisan
dengan Sistem Bilteral

Dalam pemaparan para Ulama’
Kontemporer  terdapat  beberapa  perbedaan

pendapat mengenai Pembagian Warisan dengan
Sistem Bilteral. Menurut Quraish Shihab rumusan
yang dominan itu berupa bagian dua banding satu
seperti ketika si pewaris meninggalkan dua orang
anak, laki-laki dan perempuan, maka laki-laki
mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan
mendapat satu bagian, begitu juga misalnya apabila
ahli waris berjumlah banyak dan terdiri dari anak
lak-laki dan anak perempuan, maka bagiannya tetap
dua banding satu.

Sedangkan menurut Munawir Sjadhili dan
Muhammad ~ Syahrur  dikarnakan = perubahan
kedudukan perempuan di era modern, hal ini
menjadi pertimbangan bagi pengembangan hukum
kewarisan  Islam. Sehingga produk hukum
kewarisan yang terdahulu sudah tidak relevan lagi
dengan situasi dan kondisi di masyarakat serta
kosep 2:1 tersebut tidak terus menerus bisa menjadi
acuan dalam memutuskan  perkara tentang
kewarisan, berbeda dengan konsep 1:1 (bilateral)
yang lebih adil untuk digunakan di era sekarang ini.
Kemudian jika tetap menggunakan konsep 2:1 bisa
menimbulkan problematika tersendiri mengenai
harta warisan tersebut, serta pihak-pihak yang
seharusnya tidak mendapatkan bagian harta warisan
yang sama rata, mengutamakan wasiat daripada
waris. Akan tetatapi menurut Quraish Shihab jika
dalam pembagian warisan nantinya para ahli waris
lebih menggunakan yang bukan berdasarkan hukum
Islam dengan cara membagi sama rata, lalu semua
pihak menyetujui hal tersebut, maka yang dilakukan
tersebut dapat dibenarkan, selama pembagian yang
secara merata tadi tidak didasarkan menilai

bahwasannya kadar pembagian yang telah
ditetapkan oleh Allah SWT itu keliru atau tidak adil.

Kesimpulan

Pembagian warisan berdasarkan sistem
bilateral adalah sistem kewarisan yang lebih
menekankan mengenai pembagian waris yang setara
antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam
pembagian waris bilateral lebih mengedepankan

3 Muhammad Syahrur, Metodologi Islam
Kontemporer.....,(2004), h. 342.
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konsep 1:1 yang mana konsep tersebut dalam
pembagiannya bisa menghilangkan ketidak adilan
dibandingkan konsep 2:1. Lebih-lebih di era
sekarang ini ketika seorang perempuan juga
berperan layaknya laki-laki sebagai tulang punggung
keluarga (wanita karir) yang hasil jerih payahnya
juga dirasakan oleh keluarganya.

Sedangkan menurut pendapat Para Ulama’
Kontemporer selama nantinya para ahli waris
setuju, mengingat di zaman modern ini terjadi
perubahan kedudukan perempuan, maka konsep
1:1 (bilateral) yang lebih adil untuk digunakan dapat
dibenarkan dikarnakan perempuan di era sekarang
ini sudah banyak yang menjadi tulang punggung
keluarga. Dan juga dikarnakan perempuan yang
menjadi pihak orang yang merawat orang tua baik
selama sakit maupun sehat, maka hal-hal yang
demikian ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan
dalam menyikapi hukum kewarisan di era klasik
yang bercorak patrilineal.
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